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Perjanjian ini dibuat pada tanggal [Tanggal]
Para Pihak
	(1)
	[NAMA LENGKAP PERUSAHAAN] suatu perseroan terbatas yang didirikan dan terdaftar berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [ALAMAT KANTOR TERDAFTAR], dalam hal ini diwakili oleh [●], dalam kapasitasnya selaku [●], oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan]  (Penyedia)

	
	dan

	(2)
	[NAMA LENGKAP PERUSAHAAN] suatu perseroan terbatas yang didirikan dan terdaftar berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [ALAMAT KANTOR TERDAFTAR], dalam hal ini diwakili oleh [●], dalam kapasitasnya selaku [●], oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan]   (Klien)

	
	


Ketentuan-ketentuan yang Disepakati
[bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Toc238147042][bookmark: _Toc238147208]Pendahuluan
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Klien bermaksud untuk memperoleh peralatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 (Sistem) untuk fasilitas [_____] yang berlokasi di [_____] (Fasilitas), dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi energi di Fasilitas.
Penyedia bermaksud untuk menyediakan, memasang, dan menyiapkan Sistem untuk Klien, serta memberikan layanan pemeliharaan sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan kerangka solusi teknologi yang disebutkan dalam dokumen proyek efisiensi energi tanggal [_____] sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (Proyek).
Penyedia adalah penyedia layanan yang sah dan memiliki seluruh perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Klien bermaksud untuk memperoleh solusi teknologi yang diajukan oleh Penyedia, dengan tunduk pada pemenuhan syarat dan ketentuan Proyek. 
Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dilakukan, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini, sebagaimana diatur oleh ketentuan-ketentuan, lampiran, dan dokumen tambahan sebagaimana ditentukan dan disepakati secara tertulis antara Para Pihak dari waktu ke waktu.
[bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Toc238147043][bookmark: _Toc238147209]Interpretasi
Definisi-definisi:
Ahli Independen berarti auditor energi, validator, dan/atau verifikator, termasuk analis pengukuran dan verifikasi kinerja energi, yang merupakan karyawan atau personel profesional dari Penaung Ahli Independen, yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran dan berifikasi kinerja energi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dan dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Konservasi Energi yang berlaku atau ahli independen yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Konservasi Energi yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 5.1.
Batas Pertanggungan Asuransi berarti jumlah maksimum uang, secara keseluruhan, yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi kepada Klien, untuk setiap klaim berdasarkan asuransi, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 4.4(b). 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP berarti lembaga independen yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Sertifikasi Nasional atau BSN berarti lembaga independen yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Energi memiliki pengertian kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik.
Fasilitas memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam butir 1.1 Pendahuluan.
Ganti Rugi atas Kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan berarti ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh Penyedia kepada Klien dalam hal Penghematan Energi yang Dijanjikan tidak tercapai, yang perhitungannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.2. 
Garansi Penghematan Energi berarti periode sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.1, yang dimulai pada tanggal diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi oleh Ahli Independen, dimana selama periode tersebut Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa Sistem akan memungkinkan Klien untuk mencapai Penghematan Energi yang Dijanjikan.
Hari Kerja berarti suatu hari selain Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional di Indonesia dimana bank komersial di Indonesia beroperasi.
Komite Akreditasi Nasional atau KAN berarti lembaga akreditasi nasional Indonesia yang bertugas memberikan akreditasi kepada lembaga penilai kesesuaian, termasuk lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium pengujian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keadaan Kahar memiliki arti yang dimaksud dalam Pasal 13.3.
Klien memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam bagian pembukaan. 
Laporan Validasi Instalasi berarti laporan yang akan diterbitkan oleh Ahli Independen setelah selesainya penyediaan, pemasangan, dan pengaturan Sistem oleh Penyedia. Laporan Validasi Instalasi harus memuat penentuan apakah pemasangan yang dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan spesifikasi Proyek, serta apakah data-logger yang dipasang oleh Penyedia berfungsi dengan baik.
Laporan Validasi Proyek berarti laporan yang akan diterbitkan oleh Ahli Independen yang menetapkan, antara lain, kelayakan pencapaian Penghematan Energi yang Dijanjikan yang dibuktikan setelah pemasangan Sistem di Fasilitas.
Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan berarti laporan peninjauan dan pemeriksaan Penghematan Energi yang Tercapai secara tahunan, yang bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak, dibuat dan diterbitkan oleh Ahli Independen, dengan syarat Sistem telah terpasang dan berjalan paling singkat selama 12 bulan. Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan juga memuat ringkasan dalam bentuk Sertifikat Penilaian Tahunan.

Pemberitahuan Keadaan Kahar berarti pemberitahuan yang disampaikan oleh Pihak yang terdampak oleh suatu peristiwa keadaan kahar kepada Pihak lainnya mengenai adanya peristiwa tersebut dengan penjelasan mengenai alasan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, perkiraan jangka waktu berlangsungnya peristiwa tersebut (apabila memungkinkan), serta langkah-langkah yang diambil untuk memitigasi kerugian bagi Pihak lainnya.
Penaung Ahli Independen berarti (i) badan usaha; (ii) badan layanan umum, atau (iii) unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2026 tentang Usaha Jasa Konservasi Energi dan/atau perubahannya yang menjadi afiliasi profesional Ahli Independen atau menaungi Ahli Independen.
Pengawas Klien berarti orang yang ditunjuk oleh Klien untuk bertindak sebagai wakilnya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
Pengawas Penyedia berarti orang yang ditunjuk oleh Penyedia untuk bertindak sebagai wakilnya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi adalah proses perencanaan, pengukuran, pengumpulan data, analisis, verifikasi, dan pelaporan kinerja energi atau peningkatan kinerja energi terhadap organisasi, fisik, situs, fasilitas, peralatan, sistem, proses, atau aktivitas di mana kinerja energi atau peningkatan kinerja energi diukur dan diverifikasi.
Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.8.
Penghematan Energi yang Dijanjikan berarti persentase penghematan energi yang dihitung berdasarkan konsumsi Klien saat ini di Fasilitas, yang wajib disediakan dan dicapai oleh Penyedia untuk Klien sebagai hasil dari penyediaan dan pemasangan Sistem.
Penghematan Energi yang Tercapai berarti persentase aktual penghematan energi yang telah tercapai oleh Klien selama suatu tahun tertentu.
Penyedia memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam bagian pembukaan.
Peraturan Perundang-Undangan Konservasi Energi berarti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan konservasi energi, penghematan energi, dan/atau pengukuran dan verifikasi kinerja penghematan energi di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi, beserta seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya yang mengatur setiap tindakan hukum, yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang, terkait konservasi energi, penghematan energi, dan/atau pengukuran dan verifikasi kinerja penghematan energi, termasuk setiap perubahan ataupun pemberlakuan kembali atas hal-hal tersebut.
Peraturan Perundang-Undangan Pelindungan Data Pribadi berarti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan privasi serta perlindungan dan/atau pemrosesan data pribadi di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya yang mengatur setiap tindakan hukum, yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang di Indonesia, terkait perlindungan dan pemrosesan data pribadi, termasuk setiap perubahan ataupun pemberlakuan kembali atas hal-hal tersebut.
Perselisihan Pencapaian Penghematan Energi memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1.(d).
Perusahaan Asuransi memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.4.
Perjanjian berarti Perjanjian Pelaksanaan Penghematan Energi ini berserta dengan seluruh lampiran, amandemen, dan perubahan, jika ada, sebagaimana disepakati secara tertulis oleh para Pihak, yang berlaku juga sebagai kontrak kinerja penghematan energi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan Konservasi Energi.
Persyaratan Pendahuluan memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.3. 
Pihak berarti Penyedia atau Klien, sesuai dengan konteksnya.
Proyek berarti proyek efisiensi energi serta penawaran untuk penyediaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan Sistem, yang harus disiapkan oleh Penyedia untuk Klien.
Sertifikat Penilaian Berkala Bulanan berarti hasil dari Monitoring Bulanan yang dilaksanakan oleh Pengawas Penyedia dan Pengawas Klien. Sertifikat Penilaian Berkala Bulanan ini diterbitkan oleh Penyedia dan Klien, tanpa melibatkan Ahli Independen, dan bersifat bersifat informatif dan tidak dapat menjadi dasar klaim, penyesuaian pembayaran, atau pengenaan penalti.
Sertifikat Penilaian Tahunan berarti sertifikat yang memuat ringkasan hasil Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan, yang bersifat final dan mengikat, serta dibuat dan diterbitkan oleh Ahli Independen dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
Sistem memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam butir 1.1 Pendahuluan.
Monitoring Bulanan berarti monitoring sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9.7 yang menghasilkan penerbitan Sertifikat Penilaian Berkala Bulanan.
Validasi Instalasi berarti peninjauan dan persetujuan Ahli Independen atas pemasangan dan pengaturan Sistem yang telah dilakukan oleh Penyedia.
Validasi Proyek berarti peninjauan dan persetujuan Ahli Independen atas rencana Proyek yang telah disusun oleh Penyedia.
Dalam Perjanjian ini:
a. kata “termasuk” atau “meliputi” (atau istilah serupa lainnya) tidak boleh ditafsirkan sebagai menunjukkan adanya suatu pembatasan;
b. kata-kata umum tidak boleh diberikan makna yang terbatas, hanya karena didahului atau diikuti oleh kata-kata yang menunjukkan suatu kelas tertentu dari tindakan, perkara, atau hal-hal tertentu;
c. kata-kata yang menunjukkan gender harus diperlakukan sebagai rujukan terhadap maskulin, feminim atau netral sebagaimana yang sesuai;
d. suatu rujukan terhadap suatu undang-undang, ketentuan perundang-undangan, atau peraturan pelaksana (“peraturan perundang-undangan”) mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana telah diubah dan berlaku dari waktu ke waktu, serta pada setiap perundang-undangan yang (baik dengan atau tanpa perubahan) memberlakukan kembali, menggabungkan, atau memberlakukan dalam bentuk tertulis setiap perundang-undangan tersebut;
e. setiap rujukan terhadap dokumen selain Perjanjian ini merupakan rujukan terhadap dokumen tersebut sebagaimana telah diubah, divariasikan, ditambahkan, atau dialihkan (dalam setiap hal, selain yang bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini) kapan saja;
f. suatu rujukan terhadap dokumen “dalam bentuk yang disepakati” berarti bentuk dokumen yang disetujui oleh masing-masing Pihak dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing Pihak untuk tujuan identifikasi;
g. rujukan terhadap waktu dalam hari harus sesuai dengan zona waktu resmi yang berlaku di Indonesia berdasarkan lokasi proyek, yaitu: Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), atau Waktu Indonesia Timur (WIT);
h. rujukan terhadap sesuatu yang “secara tertulis” atau “tertulis” mencakup setiap cara untuk menyajikan atau mereproduksi kata-kata dalam bentuk yang terlihat dan dapat direproduksi dalam bentuk cetak, termasuk kata-kata yang dikirim melalui email, tetapi tidak termasuk bentuk komunikasi elektronik atau digital lainnya;
i. suatu rujukan terhadap dokumen atau komunikasi yang “ditandatangani” oleh atau atas nama seseorang berarti tanda tangan tertulis oleh orang tersebut atau agen atau kuasa hukumnya yang sah (yang tanda tangan tertulis tersebut dapat ditempelkan atau dikirim melalui email) dan bukan metode tanda tangan lainnya;
j. setiap rujukan terhadap “orang” mencakup setiap individu, badan usaha, perserikatan, kemitraan, usaha patungan, asosiasi yang tidak berbadan hukum, atau entitas pemerintah, kuasi-pemerintah, badan yudisial atau regulator (atau setiap departemen, lembaga, atau sub divisi politik dari entitas tersebut), dalam setiap hal baik yang memiliki kepribadian hukum terpisah maupun tidak, dan setiap rujukan terhadap “perusahaan” mencakup setiap perusahaan, korporasi, atau badan usaha lainnya, serta setiap kemitraan terbatas atau kemitraan tanggung jawab terbatas, di mana pun dan bagaimana pun didirikan atau dibentuk;
k. setiap rujukan terhadap istilah hukum bahasa Inggris untuk tindakan, upaya hukum, metode proses peradilan, dokumen hukum, status hukum, pengadilan, pejabat, atau konsep atau hal hukum lainnya, harus dianggap mencakup istilah yang paling mendekati padanan dalam yurisdiksi tersebut terhadap istilah hukum bahasa Inggris tersebut.
[bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Toc238147044][bookmark: _Toc238147210]Maksud dan Tujuan
Penyedia wajib (i) menyediakan, memasang, dan menyiapkan Sistem secara penuh di Fasilitas; dan (ii) mencapai Penghematan Energi yang Dijanjikan, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Proyek.
Penyedia wajib menyediakan layanan pemeliharaan preventif dan korektif terkait Sistem kepada Klien sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
Penyedia wajib memberikan layanan pemeliharaan korektif sehubungan dengan Sistem yang tidak tercakup oleh garansi, sesuai dengan ketentuan dalam Proyek.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Toc238147045][bookmark: _Toc238147211]Persyaratan Pendahuluan
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 4.3 dan 4.5 (Persyaratan Pendahuluan) paling lambat [___] Hari Kerja sejak tanggal Perjanjian ini. Apabila Penyedia gagal memenuhi salah satu Persyaratan Pendahuluan dalam jangka waktu tersebut, Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya dan tidak memiliki kekuatan atau efek lebih lanjut.
Penyedia wajib menyerahkan kepada Klien, Laporan Validasi Proyek yang positif yang diterbitkan oleh Ahli Independen (yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 5) paling lama [_] hari kalender sejak tanggal Perjanjian ini, dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 4.3 di bawah ini.  
Ketentuan berikut harus dipenuhi agar Perjanjian ini berlaku efektif:
a. Penyedia wajib segera [pada tanggal Perjanjian ini] menyerahkan kepada Ahli Independen satu salinan Perjanjian ini, yang telah ditandatangani,  beserta dokumen Proyek untuk ditinjau;
b. Ahli Independen harus menerbitkan Laporan Validasi yang positif, yang mengonfirmasi bahwa:
Proyek secara tegas mencakup ketentuan minimum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini;
Proyek telah dikembangkan sejauh yang diperlukan untuk mendapatkan validasi yang tepat oleh Ahli Independen, sesuai dengan standar industri dan Peraturan Perundang-undangan Konservasi Energi; dan
Penghematan Energi yang Dijanjikan dianggap layak, dengan ketentuan bahwa faktor-faktor operasional yang tercantum dalam Proyek telah dipenuhi dengan baik dan data yang cukup telah diterima.
Penyerahan atas Sertifikat Asuransi (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Penyedia kepada Klien:
Penyedia wajib menyerahkan kepada Klien, sertifikat dari perusahaan asuransi yang solven dan  beroperasi di Indonesia (Perusahaan Asuransi), yang menyatakan keberlakuan asuransi untuk kepentingan Klien dan mencakup spesifikasi berikut (Sertifikat Asuransi):
a. Klien akan bertindak sebagai pemegang polis dan tertanggung;
b. [bookmark: _heading=h.17dp8vu]asuransi akan menanggung jumlah hingga [___] Rupiah/USD (Batas Pertanggungan Asuransi), sehubungan dengan kewajiban Penyedia untuk membayar Ganti Rugi atas Kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan kepada Klien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan asuransi ini tidak membatasi dengan cara apa pun kewajiban Penyedia untuk menutupi seluruh kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan;
c. [bookmark: _Hlk216732896]pertanggungan asuransi akan berlaku efektif setelah diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi yang positif oleh Ahli Independen (sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6.1(h) di bawah ini);
d. pertanggungan dalam polis tidak akan melebihi Batas Pertanggungan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi bertanggung jawab secara bersama-sama dengan Penyedia atas permintaan pertama dari Klien, dengan pengesampingan secara tegas oleh Perusahaan Asuransi terhadap setiap [hak istimewa], pengecualian, pembagian, atau hak, kepentingan, atau pengecualian lain yang dapat menunda pembayaran kepada Klien atas Ganti Rugi Kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan;
e. Penyedia wajib memastikan bahwa kewajiban Perusahaan Asuransi untuk membayarkan jumlah yang diminta oleh Klien, dengan tidak melebihi Batas Pertanggungan Asuransi, atas permintaan pertama Klien tanpa keberatan atau pengecualian apa pun, termasuk pengecualian yang dapat berlaku terhadap pemegang polis, paling lambat [10 (sepuluh) Hari Kerja] sejak tanggal penerimaan dokumen-dokumen berikut:
Laporan verifikasi oleh Ahli Independen yang menyatakan besaran ganti rugi akibat tidak tercapainya penghematan energi yang dijanjikan;
salinan [permintaan pembayaran] oleh Klien yang diajukan kepada Penyedia;
salinan [surat pemberitahuan wanprestasi] oleh Klien yang diajukan kepada Penyedia atas kegagalan Penyedia untuk memenuhi permintaan pembayaran sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 11.4 Perjanjian ini;
pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Klien yang mengonfirmasi bahwa lebih dari [10 (sepuluh) hari kerja] telah berlalu sejak penyampaian permintaan pembayaran tersebut dan kegagalan Penyedia untuk memenuhi permintaan tersebut;
pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Klien yang menyebutkan jumlah yang diminta kepada Perusahaan Asuransi serta rincian rekening bank yang diperlukan bagi Perusahaan Asuransi untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan; dan
pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Klien yang menyatakan bahwa Klien tidak membongkar atau memindahkan Sistem. 
f. Jumlah total pertanggungan asuransi tunduk pada Batas Pertanggungan Asuransi. 
g. Polis asuransi tersebut wajib untuk berlaku secara penuh selama masa pelaksanaan Perjanjian [dalam hal Perusahaan Asuransi menerbitkan polis tahunan, Penyedia wajib memastikan bahwa polis tersebut diperpanjang dan/atau diperbarui secara tepat waktu serta memastikan tidak terjadi kekosongan perlindungan asuransi dalam bentuk apa pun selama masa berlaku Perjanjian]. 
h. Klaim yang dapat diajukan oleh Klien dibatasi paling banyak 1 (satu) kali untuk setiap polis asuransi, dengan ketentuan bahwa suatu klaim hanya dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini.
i. Dalam hal suatu polis asuransi telah diajukan klaim oleh Klien sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Penyedia wajib dengan upaya terbaiknya untuk segera memenuhi seluruh kewajiban yang diperlukan guna menyerahkan sertifikat asuransi pengganti, sehingga pelaksanaan Pekerjaan tetap terlindungi sejak hapusnya polis akibat klaim tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini. Ketentuan ini berlaku secara berkelanjutan terhadap setiap dan seluruh polis asuransi yang memberikan pertanggungan atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
j. Klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf i hanya bisa diajukan setelah adanya pemeriksaan tahunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.8  Perjanjian ini.
k. Merujuk pada ketentuan huruf i, Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa polis asuransi pengganti berlaku secara terus-menerus sejak berakhirnya polis asuransi sebelumnya hingga berakhirnya Perjanjian ini, serta menjamin tidak adanya periode tanpa perlindungan asuransi selama masa pelaksanaan Perjanjian.
l. pertanggungan yang diberikan oleh polis asuransi kepada Klien tetap berlaku hingga tanggal yang lebih dahulu terjadi antara:
0. tanggal ketika jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi kepada Klien berdasarkan Sertifikat Asuransi mencapai Batas Pertanggungan Asuransi; dan
tanggal berakhirnya Perjanjian ini karena alasan apa pun.
Penyerahan atas Sertifikat Asuransi Lanjutan oleh Penyedia kepada Klien:
Dalam hal Perusahaan Asuransi mencairkan klaim yang dimintakan oleh Klien sehingga mengakibatkan polis asuransi gugur sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, maka Penyedia wajib menyerahkan kepada Klien, Sertifikat Asuransi lanjutan yang untuk meneruskan pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa:
(a) asuransi lanjutan memberikan pertanggungan sebesar Batas Pertanggungan Asuransi dikurangi dengan jumlah klaim yang telah dicairkan sebelumnya; dan
(b) pertanggungan asuransi lanjutan akan berlaku efektif sejak [hapusnya polis pertama]. 
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Toc238147046][bookmark: _Toc238147212]Ahli Independen
[Bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menunjuk [______] sebagai ahli independen (Ahli Independen) untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut. Ahli Independen harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk memiliki sertifikat kompetensi yang sah yang diterbitkan oleh badan sertifikasi profesional yang diakreditasi oleh BNSP. [Contoh kompetensi Ahli Independen tercantum dalam Lampiran 7.] 
[Catatan: Disarankan untuk menunjuk Ahli Independen sejak awal atau, jika Ahli Independen akan ditunjuk kemudian, skenario di mana Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penunjukan Ahli Independen selanjutnya harus dipertimbangkan.] [Catatan ADCO: Kami setuju dengan pentingnya kejelasan dalam proses penunjukan dan sangat merekomendasikan agar Ahli Independen ditunjuk sejak awal. Pendekatan ini membantu menghindari sengketa yang berkepanjangan atau tidak perlu yang mungkin timbul selama pelaksanaan Proyek, terutama dalam situasi di mana Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan pada tahap selanjutnya. Penunjukan awal memastikan bahwa Ahli Independen tersedia dan familiar dengan Proyek sejak awal, sehingga memfasilitasi penyelesaian yang tepat waktu dan imparsial terhadap masalah teknis atau kontraktual. Hal ini juga melindungi jadwal implementasi dan meminimalkan risiko gangguan terhadap tonggak kritis.]
(a) [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Validasi Proyek: untuk meninjau dan, apabila berlaku, menyetujui Proyek sebagai bagian dari pemenuhan Persyaratan Pendahuluan yang tercantum dalam Pasal 4.2, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Konservasi Energi;
(b) [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _heading=h.1ksv4uv][bookmark: _heading=h.44sinio]Validasi Instalasi: untuk meninjau dan memeriksa, dan apabila berlaku, menyetujui pemasangan dan pengaturan Sistem setelah penyelesaian implementasi Proyek oleh Penyedia dan penerbitan Laporan Validasi Instalasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(c) Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan: untuk meninjau dan memeriksa pencapaian Penghematan Energi yang Tercapai selama 12 bulan penuh dan penerbitan Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan, termasuk Sertifikat Penilaian Tahunan yang menjadi bagian dari laporan tersebut, yang bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak.
Pada tanggal Perjanjian ini, Penyedia wajib menandatangani perjanjian jasa dengan Penaung Ahli Independen yang menjadi afiliasi profesional Ahli Independen atau menaungi Ahli Independen (yang ditunjuk sesuai Pasal 5.1) (Perjanjian Jasa Ahli). Para Pihak sepakat bahwa:
(a) Klien berhak menjadi pihak yang mengonfirmasi dalam Perjanjian Jasa Ahli; 
(b) dalam hal Klien tidak mengonfirmasi Perjanjian Jasa Ahli dalam [●] Hari Kerja setelah menerima draf final dari Penyedia, Penyedia dapat melanjutkan penandatanganan  Perjanjian Jasa Ahli, dengan ketentuan:
Penyedia telah melakukan upaya yang wajar untuk menyertakan setiap komentar atau masukan yang diajukan secara tertulis oleh Klien; dan
Perjanjian Jasa Ahli yang telah ditandatangani tidak bertentangan secara material dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
(c) Sengketa apapun antara Para Pihak mengenai ketentuan Perjanjian Jasa Ahli, termasuk apakah perjanjian tersebut secara memadai mencerminkan kewajiban dan perlindungan yang diatur dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan sesuai dengan Pasal 16.10 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini. 
(d) biaya Ahli Independen akan ditanggung oleh Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut dan akan dicantumkan dalam Perjanjian Jasa Ahli:
0. biaya untuk layanan yang tercantum dalam Pasal 5.1(a) dan 5.1(b) akan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; dan
biaya untuk layanan yang tercantum dalam Pasal 5.1(c), jika diperlukan, akan ditanggung bersama oleh Para Pihak, terlepas dari kekurangan dalam Penghematan Energi yang Dijanjikan disebabkan oleh Klien atau tidak dan sejauh mana kekurangan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh Klien, maka jumlah Ganti Rugi atas Kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan harus dibayarkan oleh Penyedia kepada Klien. 
(e) Dalam hal Pihak yang diwajibkan untuk membayar bagiannya untuk biaya Ahli Independen sesuai dengan Pasal 5.2(d) gagal atau menolak untuk membayar pembayaran tersebut pada saat jatuh tempo, sebagaimana diatur dalam Pasal 5.2(d) di atas, maka kegagalan pembayaran tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini, dan Pihak lainnya berhak untuk meminta penggantian, termasuk biaya yang wajar yang dikeluarkan dalam menegakkan pembayaran.
(f) Penyedia wajib memastikan bahwa jangka waktu Perjanjian Jasa Ahli sesuai dengan jangka waktu Perjanjian ini.
Penyedia berjanji dan menyetujui bahwa Perjanjian Jasa Ahli akan mengatur kewajiban Ahli Independen untuk segera memberitahukan Klien secara tertulis jika Penyedia gagal membayar biaya Ahli Independen sebagaimana tercantum di dalamnya, beserta penjelasan atas kegagalan tersebut, jika ada. Setelah menerima pemberitahuan tentang keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian Jasa Ahli, Klien dapat, atas kebijakannya sendiri, membayar jumlah yang tertunggak tersebut kepada Ahli Independen atas nama Penyedia dan menagih kembali jumlah tersebut kepada Penyedia sesuai dengan Pasal 5.4. 
[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Klien berhak untuk melakukan offset atas pembayaran apapun yang telah dilakukan kepada Ahli Independen atas nama Penyedia terhadap jumlah yang harus dibayarkan oleh Klien kepada Penyedia atau meminta penggantian segera oleh Penyedia atas jumlah yang bersangkutan, beserta seluruh bunga yang terakumulasi hingga tanggal penggantian [sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku]. 
Penyedia berjanji dan menyetujui bahwa Perjanjian Jasa Ahli akan mewajibkan Penaung Ahli Independen untuk menunjuk Ahli Independen pengganti,  dalam hal Ahli Independen yang telah ditunjuk berdasarkan Perjanjian Jasa Ahli tidak dapat melaksanakan tugasnya secara permanen karena alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pencabutan sertifikat kompentensi oleh lembaga yang berwenang, mengalami sakit keras secara fisik dan/atau psikis, meninggal dunia, atau keadaan lain yang menyebabkan Ahli Independen tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Perjanjian ini (“Ketidakmampuan Permanen”), dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak terjadinya Ketidakmampuan Permanen, Penaung Ahli Independen  harus menunjuk Ahli Independen pengganti yang memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang setara atau lebih tinggi serta mampu melanjutkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

(b) penunjukan Ahli Independen pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan Para Pihak, dengan ketentuan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh ditahan, ditunda, atau dikondisikan tanpa alasan yang wajar. Dalam hal salah satu Pihak tidak menyampaikan keberatan tertulis atas penunjukan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal penunjukan Ahli Independen pengganti, maka Pihak tersebut dianggap telah memberikan persetujuannya.


[bookmark: _heading=h.z337ya][bookmark: _Toc238147047][bookmark: _Toc238147213]Pelaksanaan Proyek dan Kewajiban masing-masing Pihak
[bookmark: _Toc210770896][bookmark: _Toc210771186]Penyedia sepakat dan berjanji untuk:
(a) mempekerjakan sumber daya manusia dan menggunakan material yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek dengan cara yang paling efisien. Kecuali secara tegas ditentukan sebaliknya dalam Proyek, Penyedia bertanggung jawab atas penyediaan seluruh bahan dan peralatan, pengawasan, tenaga kerja, peralatan, mesin, layanan, transportasi, sambungan dan pemasangan lainnya, serta setiap elemen dan layanan lain yang diperlukan untuk pemenuhan Perjanjian ini; 
(b) melakukan pengukuran konsumsi energi dengan menggunakan instrumen yang telah dikalibrasi sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh BSN, dimana kalibrasi tersebut dilakukan oleh laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17025, serta memastikan bahwa kalibrasi terakhir atas setiap instrumen tersebut masih berlaku dan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada saat digunakan. 
(c) menyediakan Sistem yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dalam Proyek dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan tingkat komponen dalam negeri yang berlaku untuk sektor terkait di Indonesia. Apabila ada bagian dari Sistem yang disediakan oleh Penyedia tidak memenuhi spesifikasi yang diatur dalam Proyek, maka Penyedia harus mengganti, dengan segera dan bebas biaya, semua bagian tersebut dan menanggung semua biaya yang terkait dengan penggantian dan pemasangan tersebut, termasuk pembongkaran, pengangkatan, dan, jika berlaku, pembuangan bagian-bagian yang diganti. Jika terdapat perakitan atau pemasangan yang cacat, atas permintaan Klien, Penyedia wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki cacat tersebut, dengan segera dan tanpa biaya, serta menanggung semua biaya yang terkait;
(d) [bookmark: _Toc210770899][bookmark: _Toc210771189]menyerahkan kepada Klien dokumen teknis yang diperlukan untuk pengoperasian Sistem secara memadai (buku manual dalam Bahasa Indonesia), khususnya yang secara tegas tercantum dalam Proyek, serta menyediakan pelatihan di lokasi kepada Pengawas Klien terkait pemeliharaan dan pengoperasian Sistem. Bentuk pelatihan tersebut harus mencakup, setidaknya:
gambaran umum atas arsitektur sistem dan prinsip operasionalnya;
instruksi langsung mengenai prosedur pemeliharaan rutin dan pemecahan masalah (troubleshooting);
panduan untuk menafsirkan keluaran data-logger dan metrik kinerja; dan
protokol keselamatan dan prosedur tanggap darurat.
Penyedia wajib menyediakan pelatihan di lokasi (on-site training) tanpa biaya tambahan, untuk jumlah hari maksimum yang disepakati antara Penyedia dan Klien, dengan mempertimbangkan kompleksitas teknologi peralatan, yang akan dilaksanakan di Fasilitas dalam waktu [●] Hari Kerja setelah diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi yang positif. Pelatihan tambahan di luar hari kerja gratis akan dikenakan biaya sebesar [●] Rupiah per hari kerja, ditambah pajak yang berlaku, dan harus dibayarkan oleh Klien sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tercantum dalam Proyek atau, jika tidak ada, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah selesainya pelatihan tambahan.
Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penyedia sehubungan dengan pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia, kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.
(e) melakukan pemasangan dan pengaturan Sistem sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Proyek. Para Pihak dengan ini mengakui sifat penting dari jadwal tersebut. 
(f) setelah itu, Penyedia wajib melakukan pengujian terhadap penyelesaian secara bertahap dengan urutan sebagai berikut: 
(i) uji pra-komisioning, yang meliputi inspeksi dan uji fungsi yang sesuai untuk membuktikan bahwa setiap komponen Proyek dapat, dengan aman, menjalani tahap berikutnya sesuai dengan sub-ayat (ii) di bawah ini; dan

(ii) uji komisioning, yang meliputi uji operasional untuk membuktikan bahwa Proyek dapat dioperasikan dengan aman di bawah semua kondisi operasional yang tersedia. 
(g) melaporkan kepada Klien, secara mingguan, mengenai status dan kemajuan pelaksanaan Proyek, serta segera memberitahukan Klien mengenai keterlambatan atau peristiwa yang dapat mempengaruhi jadwal tersebut. 
(h) [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Prosedur Validasi Instalasi
Setelah selesainya penyediaan, pemasangan, dan pengaturan Sistem oleh Penyedia, Penyedia wajib memperoleh persetujuan dari Ahli Independen terkait pemasangan dan pengaturan Sistem. Untuk tujuan tersebut:
0. Penyedia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ahli Independen, dengan salinan kepada Klien, untuk melakukan kunjungan ke lokasi Fasilitas.
permohonan tersebut harus diajukan paling lambat [5 (lima) Hari Kerja] setelah selesainya pemasangan;
Ahli Independen wajib, dalam waktu [5 (lima) Hari Kerja] sejak menerima permohonan di atas, melakukan inspeksi yang diperlukan dan menjalankan uji coba yang sesuai, sebagaimana ditentukan dalam standar industri, dengan tujuan:
(i) memverifikasi apakah pemasangan yang dilakukan oleh Penyedia telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Proyek;
(ii) memverifikasi apakah data-logger yang dipasang dalam Sistem berfungsi dengan baik; dan/atau
(iii) melakukan performance test terhadap Sistem, apabila berlaku;
Dalam hal Ahli Independen menentukan bahwa pemasangan telah diselesaikan sesuai dengan Proyek, data-logger berfungsi dengan baik, dan hasil performance test menunjukkan bahwa Sistem (secara wajar) dapat mencapai Penghematan Energi yang Dijanjikan, Ahli Independen menerbitkan Laporan Validasi Instalasi yang positif. Apabila salah satu dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi, Ahli Independen menerbitkan Laporan Validasi Instalasi yang negatif yang memuat secara rinci alasan dari penentuan tersebut. Keputusan Ahli Independen bersifat mengikat bagi Para Pihak. 

Penerbitan Laporan Validasi Instalasi yang positif akan memiliki akibat sebagai berikut: 

0. hak atas Sistem, termasuk peralatan dan seluruh bagiannya, serta risiko yang terkait dengannya, akan segera beralih dari Penyedia kepada Klien, dan 
perlindungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi akan segera berlaku. 
[bookmark: _Toc210770917][bookmark: _Toc210771207]Para Pihak dengan ini berjanji dan sepakat untuk memastikan bahwa salinan Laporan Validasi Instalasi yang positif disampaikan kepada Perusahaan Asuransi oleh Klien selambat-lambatnya dalam waktu [3 (tiga) Hari Kerja] sejak tanggal penerbitan laporan tersebut.
Dalam hal Ahli Independen menerbitkan Laporan Validasi Instalasi yang  negatif, laporan tersebut harus memuat alasan atas penentuan tersebut dan menyatakan apakah permasalahan dimaksud dapat diperbaiki. Apabila dapat diperbaiki, Penyedia memiliki jangka waktu [10 (sepuluh) Hari Kerja] sejak diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi yang negatif tersebut untuk mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut dan memperoleh Laporan Validasi Instalasi yang positif, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia. 
Kegagalan Penyedia untuk memperbaiki masalah apapun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan penerbitan Laporan Validasi Instalasi yang negatif oleh Ahli Independen atas permasalahan yang tidak dapat diperbaiki akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Perjanjian ini oleh Penyedia. 
(i) melaksanakan layanan pemeliharaan preventif dan korektif terhadap Sistem dengan cermat dan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Proyek, selama jangka waktu [_____] bulan, setelah diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi yang positif;
(j) [bookmark: _Toc210770921][bookmark: _Toc210771211]mempertahankan dan memelihara, atas biayanya sendiri, asuransi tanggung jawab (liability insurance) dari Perusahaan Asuransi yang solven untuk menanggung setiap kerugian yang mungkin dapat dibebankan kepadanya sehubungan dengan pelaksanaan Proyek, termasuk layanan pemeliharaan terkait, dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar [______] Rupiah/USD, selain asuransi untuk menutupi Ganti Rugi atas Kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan;
(k) memberitahukan kepada Klien mengenai risiko-risiko khusus yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan di Fasilitas, seluruh keadaan darurat yang dapat mempengaruhi pekerja Klien, dan kecelakaan kerja yang mungkin timbul akibat kegiatan yang sama, menyesuaikan dokumen pencegahan risiko dengan karakteristik khusus Fasilitas, mengkomunikasikan kepada karyawannya semua informasi dan instruksi yang diterima dari Klien mengenai pencegahan risiko kerja, serta mematuhi instruksi tersebut secara ketat, termasuk dengan menerapkan langkah-langkah pelatihan dan pemantauan terhadap personel yang ditugaskan yang timbul dari informasi/instruksi tersebut, sebelum dimulainya pelaksanaan Proyek;
(l) [bookmark: _Toc210770923][bookmark: _Toc210771213]memastikan bahwa personel yang ditugaskan untuk pelaksanaan Proyek telah menerima pelatihan dan informasi yang diperlukan terkait pencegahan risiko kerja, tidak hanya terkait dengan tindakan perlindungan kolektif tetapi juga terkait dengan penggunaan peralatan pelindung diri yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam kondisi aman. Lebih lanjut, Penyedia wajib melakukan pemeriksaan berkala atas kondisi kerja para pekerja yang melaksanakan kegiatan tersebut serta memastikan pemantauan kesehatan pekerja secara rutin dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada kegiatan kerja mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku mengenai pencegahan risiko kerja. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan, pemasangan, pengaturan, dan/atau pemeliharaan Sistem yang dilakukan oleh Penyedia harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kegiatan Klien di Fasilitas. Sebaliknya, Klien harus memberikan akses kepada Penyedia ke Fasilitas; dan
(m) mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan Proyek sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memperoleh, atas biayanya sendiri, seluruh persetujuan, izin, sertifikasi, dan persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek, serta memberitahukan kepada Klien mengenai setiap persetujuan, izin, sertifikasi, atau persetujuan yang wajib diperoleh sendiri oleh Klien dan memberikan bantuan kepada Klien dalam seluruh formalitas dan prosedur yang diperlukan terkait hal tersebut. 
[Catatan: perizinan yang bersifat spesifik yurisdiksi dapat secara khusus disebutkan di sini] Catatan ADCO: Perizinan dan persetujuan khusus yang diperlukan akan bergantung pada jenis sumber energi yang digunakan (misalnya, tenaga surya, geotermal, gas) dan teknologi energi spesifik yang diterapkan untuk mencapai penghematan energi yang ditargetkan. Jika tujuannya adalah untuk menentukan persetujuan, izin, dan sertifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek, kami mengusulkan agar rincian tersebut diatur dalam lampiran terpisah dari Perjanjian. Pendekatan ini memungkinkan klausul tetap umum dan fleksibel, dan juga memungkinkan Para Pihak menyesuaikan persyaratan perizinan berdasarkan sumber energi dan layanan yang disediakan oleh Penyedia untuk mencapai penghematan energi yang ditargetkan.
Klien sepakat dan berjanji untuk hal-hal berikut:
membayar jumlah yang terutang sesuai dengan Perjanjian ini pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang bersangkutan dan dengan cara sebagaimana diatur di sini atau dalam Proyek;
(b) memberikan Penyedia dan personelnya, serta Ahli Independen (jika berlaku), akses yang diperlukan ke Sistem, pada tanggal dan waktu yang disepakati oleh Para Pihak, untuk pelaksanaan Proyek secara benar dan untuk tujuan inspeksi;
(c) sebelum dimulainya pelaksanaan Proyek, memberikan  informasi dan instruksi yang akurat kepada Penyedia mengenai risiko yang ada di lokasi kerjanya yang dapat memengaruhi kegiatan yang akan dilakukan oleh Penyedia, serta keadaan darurat apa pun yang dapat memengaruhi pekerja Penyedia dan setiap kecelakaan kerja yang timbul dari kegiatan yang dilakukan secara bersamaan;
(d) kecuali disepakati lain dalam lingkup Proyek, menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas segala pekerjaan tambahan, konstruksi sipil, modifikasi struktural, atau penyesuaian fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pemasangan, pengoperasian, atau pemeliharaan Sistem, termasuk semua biaya terkait, izin, dan koordinasi dengan pihak ketiga;
(e) sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerusakan pada Sistem, komponennya, atau infrastruktur terkait yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi, modifikasi fasilitas, atau intervensi pihak ketiga yang dilakukan oleh atau atas nama Klien. Penyedia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, gangguan, atau penurunan kinerja yang timbul akibat kerusakan tersebut.
(f) membuat  dokumen terkait penilaian risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja, perencanaan kegiatan pencegahan, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang akan diterapkan tersedia untuk Penyedia, sehingga Penyedia dapat menyampaikan informasi ini kepada pekerja-pekerjanya yang mungkin ditugaskan secara sementara di Fasilitas.
Masing-masing Pihak sepakat bahwa:
(a) masing-masing Pihak wajib menunjuk seorang wakil untuk bertindak atas namanya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Perjanjian ini (Pengawas Penyedia atau Pengawas Klien, sebagaimana berlaku). Masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, Ahli Independen, dan Perusahaan Asuransi melalui pemberitahuan tertulis mengenai perwakilan yang ditunjuk tersebut. Setiap Pihak dapat menunjuk individu lain sebagai pengawasnya kapan pun, dan penunjukan tersebut akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Pihak lainnya, yang mana pemberitahuan tersebut harus memuat informasi kontak yang relevan untuk tujuan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 16.7 di bawah. Setiap penggantian Pengawas Penyedia atau Pengawas Klien, sebagaimana berlaku, wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Ahli Independen dan Perusahaan Asuransi;
(b) Penyedia dan Klien wajib menentukan prosedur dan sarana koordinasi yang diperlukan untuk penerapan yang tepat atas langkah-langkah perlindungan, pencegahan, dan keadaan darurat pada Sistem dengan memperhatikan pelaksanaan Proyek, serta memberitahukan langkah-langkah tersebut kepada masing-masing pekerjanya.
(c) Penyedia dan Klien dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa, sehubungan dengan teknologi yang ditetapkan, setiap Inspeksi Pra-Instalasi dan Penilaian Lanjutan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran 8 Perjanjian ini.
Tanggung Jawab Kesesuaian Struktur
(a) Apabila berdasarkan penilaian Penyedia, ditentukan bahwa struktur yang ada tidak memenuhi persyaratan teknis atau keselamatan yang diperlukan untuk pemasangan, pengoperasian, atau kinerja Sistem atau peralatan terkait, maka Klien sepenuhnya bertanggung jawab untuk melakukan semua modifikasi struktural, penguatan, atau penyesuaian yang diperlukan guna memastikan kepatuhan. Untuk menghindari keraguan, Penyedia wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Klien mengenai kekurangan-kekurangan tersebut sebelum pemasangan, pengoperasian, atau kinerja Sistem atau peralatan terkait, dan Klien berhak untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau tidak. 
(b) Perubahan yang relevan akan dilakukan sepenuhnya atas biaya dan risiko Klien, dan tidak akan mempengaruhi kewajiban Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini kecuali disepakati lain secara tertulis.
(c) Penyedia tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan, kerugian, atau masalah kinerja yang timbul akibat kondisi struktural yang tidak sesuai. 
(d) Klien wajib memastikan bahwa semua pekerjaan struktural diselesaikan tepat waktu agar tidak menghalangi pelaksanaan Proyek sesuai jadwal.
(e) Para Pihak dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Tanggung Jawab Kesesuaian Struktur hanya akan berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis bersama, dan tidak akan menimbulkan kewajiban apa pun kecuali persetujuan tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Para Pihak.
Pengalihan Hak Milik dan Risiko
(a) Setelah diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi yang dinyatakan positif oleh Ahli Independen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6.1(h), hak milik atas Sistem, termasuk semua peralatan, komponen, dan bagian-bagiannya, akan segera dan secara otomatis beralih dari Penyedia kepada Klien. Bersamaan dengan itu, semua risiko yang terkait dengan Sistem, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab operasional, juga akan beralih kepada Klien tanpa memerlukan tindakan atau dokumen tambahan.
(b) Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa penerbitan Laporan Validasi Instalasi yang positif juga akan memicu berlakunya secara segera penanggungan asuransi yang diberikan berdasarkan Sertifikat Asuransi, sesuai dengan Pasal 4.4. Klien wajib memastikan bahwa salinan Laporan Validasi Instalasi yang positif diserahkan kepada Perusahaan Asuransi paling lambat 3  (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penerbitan.
(c) Untuk menghindari keraguan, tidak ada hak milik atau risiko yang beralih kepada Klien kecuali dan sampai dengan Ahli Independen telah menerbitkan Laporan Validasi Instalasi yang positif. Dalam hal Laporan Validasi Instalasi yang negatif, Penyedia akan tetap memegang hak milik dan risiko hingga saat Laporan Validasi Instalasi yang positif diterbitkan kemudian.
Pemindahan Sistem
(a) Klien dapat meminta pemindahan Sistem, secara keseluruhan atau sebagian, ke fasilitas atau lokasi yang berbeda. Pemindahan semacam itu harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyedia, yang tidak boleh ditolak secara tidak wajar, dengan syarat bahwa lokasi baru yang diusulkan secara teknis layak untuk pengoperasian Sistem dan tidak mengganggu kinerjanya atau keselamatannya.
(b) Setelah disetujui, Penyedia wajib mengkoordinasikan dan melaksanakan pemindahan Sistem sesuai dengan standar industri yang berlaku dan persyaratan teknis Proyek. Seluruh biaya yang terkait dengan pemindahan, termasuk pembongkaran, pengangkutan, pemasangan kembali, kalibrasi ulang, dan pengujian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Klien.
(c) Kewajiban Penyedia berdasarkan jaminan Sistem dan layanan pemeliharaan akan ditangguhkan selama proses relokasi dan akan dilanjutkan kembali hanya setelah Sistem telah dipasang kembali dengan sukses dan diverifikasi oleh Ahli Independen di lokasi baru. Klien wajib menanggung biaya verifikasi tersebut.
(d) Penyedia tidak akan bertanggung jawab atas kekurangan dalam Penghematan Energi yang Dijanjikan yang disebabkan oleh pemindahan, kecuali Penyedia secara tegas telah mengonfirmasi secara tertulis bahwa Sistem akan mencapai kinerja yang setara di lokasi baru.
(e) Klien wajib memastikan bahwa Sistem tetap diasuransikan selama proses pemindahan. Hak milik atas Sistem tetap berada pada Klien, dan semua risiko yang terkait dengan Sistem, termasuk kerugian, kerusakan, atau kegagalan operasional, menjadi tanggung jawab Klien selama periode pemindahan.
(f) Pemindahan apa pun terhadap Sistem yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyedia akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Perjanjian ini. Dalam hal demikian, Penyedia akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan jaminan, pemeliharaan, dan jaminan kinerja, dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kinerja yang tidak memadai, atau kegagalan sistem yang timbul sebagai akibatnya.
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7.1 Penyediaan, pemasangan, dan pengaturan Sistem
Sehubungan dengan penyediaan, pemasangan, dan pengaturan Sistem secara penuh di Fasilitas, Klien harus membayar kepada Penyedia biaya tetap sebesar [______] Rupiah. Biaya ini wajib dibayarkan oleh Klien sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Proyek. Dalam hal Proyek tidak memuat ketentuan khusus mengenai hal tersebut, biaya ini wajib dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) [______]% dari biaya, ditambah pajak yang dikenakan atasnya, paling lambat [7 (tujuh) Hari Kerja] setelah terpenuhinya Persyaratan Pendahuluan; dan
(b) [______]% dari biaya, ditambah pajak yang dikenakan atasnya, paling lambat [7 (tujuh) Hari Kerja] setelah diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi positif oleh Ahli Independen.
7.2 Pemeliharaan
Sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan layanan pemeliharaan, Klien harus membayar kepada Penyedia:

(a) biaya per [bulan] sebesar [______] Rupiah, ditambah pajak-pajak yang dikenakan atasnya, untuk pekerjaan pemeliharaan terjadwal sebagaimana tercantum dalam Proyek; dan
(b) biaya per [jam] sebesar [______] Rupiah, ditambah pajak-pajak yang dikenakan atasnya, untuk pekerjaan pemeliharaan tidak terjadwal yang tidak tercakup dalam garansi Sistem.
7.3 Biaya untuk pekerjaan pemeliharaan yang tidak terjadwal dan tidak ditanggung oleh garansi sistem harus dibayarkan oleh Klien sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Proyek. Jika tidak ada ketentuan khusus dalam Proyek, biaya ini harus dibayarkan paling lambat [3 (tiga) Hari Kerja] setelah berakhirnya bulan dasar ketika pekerjaan pemeliharaan yang bersangkutan telah dilakukan.
7.4 Kegagalan Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Konsekuensinya
(a) Dalam hal Klien gagal atau menolak untuk membayar biaya pemeliharaan yang terutang sesuai dengan Pasal 7.2 atau 7.3, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal, dalam jangka waktu pembayaran yang berlaku, Penyedia akan memberitahukan Klien secara tertulis dan memberikan masa tenggang selama 10 (sepuluh ) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut untuk melunasi jumlah yang belum dibayar.
(b) Dalam hal Klien gagal memperbaiki keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, Penyedia berhak untuk menangguhkan semua layanan pemeliharaan hingga pembayaran penuh diterima. Penyedia tidak bertanggung jawab atas penurunan kinerja, keandalan, atau kondisi Sistem yang disebabkan oleh penangguhan layanan pemeliharaan.
(c) Dalam hal keterlambatan pembayaran berlanjut untuk periode melebihi tiga puluh (30) Hari Kerja, Penyedia berhak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Klien, untuk menonaktifkan fitur-fitur non-esensial dari Sistem yang tidak kritis bagi operasinya yang dasar, dengan syarat tindakan tersebut tidak mengganggu keamanan atau kepatuhan hukum Fasilitas. Penyedia tidak boleh menghapus atau membongkar peralatan atau komponen yang telah dibayar oleh Klien, kecuali Penyedia mengganti biaya peralatan atau komponen tersebut kepada Klien dengan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak. Biaya penilaian tersebut akan dibagi rata antara Para Pihak.
(d) Kegagalan secara terus-menerus untuk membayar biaya pemeliharaan akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Perjanjian ini, memberikan hak kepada Penyedia untuk menuntut segala tindakan hukum atau kontrak yang tersedia, termasuk pengakhiran Perjanjian ini dan tuntutan ganti rugi.
7.5 Denda Keterlambatan
(a) Dalam hal Klien gagal membayar biaya sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 dan 7.2, Klien wajib membayar denda keterlambatan kepada Penyedia sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total jumlah yang tercantum dalam invoice, dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran penuh atas semua jumlah yang belum dibayar kepada Klien. Namun, total denda keterlambatan dibatasi maksimal sebesar [5% (lima persen)] dari nilai kontrak keseluruhan.
(b) Dalam hal Klien gagal membayar biaya pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, Penyedia akan memberitahukan Klien secara tertulis untuk melakukan pembayaran yang diperlukan, termasuk denda keterlambatan yang berlaku, dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Jika Klien gagal melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan, Penyedia akan menerbitkan surat pemberitahuan penangguhan layanan kepada Klien. Penyedia akan melaksanakan penangguhan setelah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerbitan surat tersebut. Dalam hal ini, Klien sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat penangguhan tersebut.
(c) Dalam hal kegagalan untuk mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan dalam jadwal yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang dapat ditimpakan kepada Penyedia, Penyedia wajib membayar ganti rugi non-kompensasi kepada Klien sebesar [_____] Rupiah untuk setiap hari keterlambatan, tanpa mengesampingkan klaim tambahan atas kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan kepada Klien sebagai akibat dari kegagalan tersebut;
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Tunduk pada Pasal 12, jangka waktu Perjanjian ini akan sama dengan seluruh periode Garansi Penghematan Energi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9 di bawah) [ditambah 90 (sembilan puluh) hari].
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9.1 [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Penyedia menyatakan dan menjamin kepada Klien bahwa, setelah pemasangan dan pengaturan Sistem dilakukan, Klien akan memperoleh Penghematan Energi yang Dijanjikan sebesar minimal [______]% dari konsumsi energi tahunan saat ini, setara dengan [______][kWh/tahun] sebagaimana tercantum dalam Proyek, untuk jangka waktu [______] tahun sejak diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi positif oleh Ahli Independen (Jaminan Penghematan Energi). Klien menandatangani Perjanjian ini dengan mengandalkan Garansi Penghematan Energi yang merupakan syarat fundamental dari Perjanjian ini. 
9.2 [bookmark: _heading=h.3whwml4]Untuk menentukan apakah Penghematan Energi yang Dijanjikan telah tercapai atau tidak, pengujian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9.3 di bawah ini harus dilakukan setiap tahun setelah diterbitkannya Laporan Validasi Instalasi yang positif, dengan tujuan untuk menilai persentase efisiensi energi aktual yang diperoleh selama setiap periode tahunan yang dinilai (Penghematan Energi yang Tercapai) serta selisih, jika ada, antara Penghematan Energi yang Dijanjikan dengan Penghematan Energi yang Tercapai pada periode tersebut. Untuk keperluan perhitungan Ganti Rugi atas Kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa dalam hal terjadi deviasi negatif, yaitu apabila Penghematan Energi yang Tercapai lebih rendah daripada Penghematan Energi yang Dijanjikan, maka Penyedia wajib membayar kepada Klien sejumlah ganti rugi sebesar [______] Rupiah untuk setiap persentase deviasi negatif tersebut.
9.3 Sebagai ilustrasi, apabila Penghematan Energi yang Dijanjikan adalah sebesar 40% dan Penghematan Energi yang Tercapai dalam suatu periode penilaian hanya sebesar 10,6%, maka terdapat penyimpangan negatif sebesar 29,4% (yaitu 40% - 10,6%). Apabila Para Pihak telah menyepakati ganti rugi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) untuk setiap persentase penyimpangan negatif, maka total ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah.
9.4 Kewajiban Ganti Rugi ini akan segera berakhir dalam hal Sistem dibongkar dan/atau dipindahkan oleh Klien.
9.5 [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa: 
(a) Pengawas Klien atau wakilnya atau pihak yang ditunjuk dan Pengawas Penyedia atau wakilnya atau pihak yang ditunjuk, secara bulanan; dan 
(b) Ahli Independen, secara tahunan, 
hingga berakhirnya Garansi Penghematan Energi, akan melakukan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi untuk melakukan evaluasi tiap bulan dan tiap tahun, sesuai konteksnya.
9.6 Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.5 di atas bertujuan untuk mengetahui:
(a) Penghematan Energi yang Tercapai sebagai hasil dari pengoperasian Sistem selama bulan dan tahun tersebut;
(b) selisih antara Penghematan Energi Yang Dijanjikan dan Penghematan Energi yang Tercapai untuk periode tersebut; dan
(c) ganti Rugi atas kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan untuk periode tersebut, jika ada. 
9.7 Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi secara bulanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.5(a) akan dilakukan menggunakan mekanisme monitoring kinerja bulanan yang dilakukan oleh Pengawas Penyedia dengan memperhatikan metodologi dan perhitungan berdasarkan Lampiran 2 (“Monitoring Bulanan”). 
Hasil dari Monitoring Bulanan tersebut akan diberikan kepada Klien setiap akhir bulan berjalan. 
Para Pihak memahami bahwa hasil dari Monitoring Bulanan ini bersifat informatif dan tidak dapat menjadi dasar klaim, penyesuaian pembayaran, atau pengenaan penalti. 
Dalam hal ini, Klien berhak meminta klarifikasi tertulis atau melakukan audit terbatas atas data Monitoring Bulanan apabila terdapat indikasi penyimpangan material. 
Apabila Penyedia dan Klien telah sepakat mengenai hasil dari Monitoring Bulanan, maka Pengawas Penyedia dan Pengawas Klien akan menandatangani Sertifikat Penilaian Berkala Bulanan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 tanpa keterlibatan Ahli Independen. 
Jika terdapat ketidaksesuaian antara penilaian kedua pengawas, Sertifikat Penilaian Berkala Bulanan tidak akan diterbitkan, namun, baik Pengawas Klien maupun Pengawas Penyedia wajib memberikan penjelasan tertulis yang rinci dan masuk akal untuk masing-masing pendapat mereka dan menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada masing-masing Pihak.
9.8 Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi secara tahunan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.5(b) menggunakan mekanisme penyusunan Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan berdasarkan metodologi dan perhitungan berdasarkan Lampiran 2 yang dilakukan oleh oleh Ahli Independen  (“Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan”). 
Klien wajib memberikan akses kepada Ahli Independen untuk melakukan pemeriksaan di Fasilitas sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan. 
Setelah Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan selesai dilaksanakan, Para Pihak wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan dan memberikan kerja sama yang wajar untuk memastikan Ahli Independen mendokumentasikan hasilnya dalam Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan, termasuk Sertifikat Penilaian Tahunan yang menjadi bagian dari laporan tersebut dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5. 
Dalam hal berdasarkan hasil Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan terdapat deviasi energi, Para Pihak sepakat bahwa Penyedia wajib dengan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi deviasi energi kepada Klien paling lama [14] hari kalender sejak penerbitan Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan.
9.9 Sengketa apapun antara Para Pihak mengenai Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan, termasuk apabila salah satu Pihak tidak puas dengan hasil Laporan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi Tahunan, akan diselesaikan sesuai dengan Pasal 16.10 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini.
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Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan, pengaturan kemitraan atau hubungan kontraktor independen antara Para Pihak. Penyedia tetap sepenuhnya bertanggung jawab untuk mematuhi semua kewajiban ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan wajib mengganti rugi dan membebaskan Klien dari segala kerugian, tanggung jawab, atau klaim yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
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11.1 Para Pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak: 
(a) Tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; 

(b) Melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana mestinya, terlambat, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; atau 

(c) Melanggar ketentuan atau larangan yang diatur dalam Perjanjian ini.
11.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan pada Pasal 11.1 Perjanjian di atas, Para Pihak sepakat bahwa Penyedia dapat dianggap melakukan wanprestasi yang berujung terhadap pembayaran kerugian yang didapat oleh Klien sebagaimana disebutkan pada Pasal 4.4 huruf e Perjanjian ini, apabila: 
(a) Penyedia tidak mampu memberikan penghematan energi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.1 dan Lampiran 1 Perjanjian ini;
(b) Penyedia tidak melakukan pembayaran kepada Klien atas kegagalan penghematan energi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.8 Perjanjian ini; dan
(c) Klien telah mengirimkan kepada Penyedia surat pemberitahuan wanprestasi pembayaran atas kegagalan penghematan energi.
11.3 Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 11.1 Perjanjian ini (Pihak yang melakukan pelanggaran selanjutnya disebut sebagai “Pihak yang Wanprestasi”, dan Pihak lainnya disebut sebagai “Pihak yang Terdampak Wanprestasi” untuk tujuan pasal ini), Pihak yang Terdampak Wanprestasi akan: 
(a) Memberikan surat pemberitahuan tertulis (“Surat Peringatan I”) kepada Pihak yang Wanprestasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelanggaran tersebut terjadi;  
(b) Apabila Pihak yang Wanprestasi tidak memberikan tanggapan dan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhadap Surat Peringatan I, maka Pihak yang Terdampak Wanprestasi akan mengirimkan surat pemberitahuan tertulis II (“Surat Peringatan II”); 
(c) Apabila Pihak yang Wanprestasi tidak memberikan tanggapan dan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhadap Surat Peringatan II, maka Pihak yang Terdampak Wanprestasi akan mengirimkan surat pemberitahuan tertulis III (“Surat Peringatan III”); 
(d) Apabila Pihak yang Wanprestasi tidak memberikan tanggapan dan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhadap Surat Peringatan III, maka Pihak yang Terdampak Wanprestasi memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
11.4 Apabila Penyedia melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 11.2 Perjanjian ini, maka: 
(a) Klien akan mengirimkan surat pemberitahuan wanprestasi kepada Penyedia; dan
(b) Klien berhak untuk mengajukan permohonan kepada Perusahaan Asuransi sebagaimana disebutkan pada Pasal 4.4 huruf e Perjanjian ini.
Klien akan mengirimkan dokumen sebagaimana disebutkan di atas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Penyedia gagal untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.2 Perjanjian ini.
11.5 Ketentuan dalam Pasal ini tidak mengesampingkan ketentuan hukum yang sah dan upaya hukum lain yang dimiliki oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau hak yang dimiliki Para Pihak yang dimiliki berdasarkan Perjanjian ini.
12 [bookmark: _Toc238147053][bookmark: _Toc238147219]Pengakhiran
12.1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis setelah jangka waktu berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 9. 

12.2. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan cara:
(a) kesepakatan bersama antara Para Pihak yang disampaikan secara tertulis;
(b) Pihak yang Terdampak Wanprestasi, dalam hal terjadi pelanggaran material terhadap kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini oleh Pihakyang Wanprestasi, dengan syarat bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki, atau jika dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu [10 (sepuluh) Hari Kerja] sejak Pihak yang Wanprestasi menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak yang Terdampak Wanprestasi yang meminta perbaikan tersebut. Kegagalan Pihak yang Wanprestasi untuk memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini memberikan hak kepada Pihak yang Terdampak Wanprestasi untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yangWanprestasi, tanpa menghilangkan hak untuk mengajukan klaim tambahan atas kerugian dan ganti rugi yang timbul karenanya;
(c) salah satu Pihak, dalam hal terjadi keadaan kahar yang mencegah Pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Pihak yang terkena dampak wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai sifat peristiwa keadaan kahar yang mencegah pelaksanaan kewajiban tersebut, perkiraan lama berlangsungnya peristiwa tersebut (jika memungkinkan), serta langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan kerugian bagi Pihak lainnya (Pemberitahuan Keadaan Kahar). Setelah menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, kewajiban yang terdampak oleh peristiwa keadaan kahar akan ditangguhkan. Untuk menghindari keraguan, pemogokan yang dilakukan oleh salah satu Pihak atau ketidakpatuhan sukarela terhadap ketentuan Perjanjian ini tanpa adanya peristiwa yang mencegah pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai peristiwa keadaan kahar. Meskipun demikian, paling lambat [______] setelah menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis. Disepakati bahwa setiap pelaksanaan bersama akan dikembalikan, dibatalkan, atau diganti rugi sesuai dengan kasusnya, dan tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat pengakhiran tersebut.
12.3. Kecuali apabila secara tegas diatur sebaliknya, pengakhiran atas Perjanjian ini tidak akan memengaruhi hak dan penggantian apa pun yang telah timbul pada saat terjadinya pengakhiran, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi sehubungan dengan pelanggaran atas Perjanjian yang terjadi pada atau sebelum tanggal pengakhiran.

12.4. Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini yang secara tegas atau secara implisit dimaksudkan untuk berlaku atau tetap berlaku pada atau setelah berakhirnya Perjanjian ini tetap berlaku secara penuh dan efektif.

12.5. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan putusan atau persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan dan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
13 [bookmark: _heading=h.2p2csry][bookmark: _Toc238147054][bookmark: _Toc238147220]Keadaan Kahar
13.1. Kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan sebagian atau seluruh Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau kedua Pihak, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian ini jika terjadi akibat keadaan kahar. Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar, Pihak yang terdampak wajib menerbitkan Pemberitahuan Keadaan Kahar sesuai dengan Pasal 12.2(c), dan kewajiban yang terdampak oleh keadaan kahar akan ditangguhkan selama berlangsungnya peristiwa tersebut.

13.2. Jika peristiwa keadaan kahar berlanjut melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 12.2(c), salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis, dan setiap kinerja bersama akan dikembalikan, dibatalkan, atau diganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab kepada Pihak lain atas kerugian atau kerusakan yang timbul semata-mata akibat pengakhiran tersebut.


13.3. Untuk tujuan Perjanjian ini, “keadaan kahar” berarti setiap peristiwa atau keadaan di luar kendali wajar Pihak yang terkena dampak, yang mencegah atau secara material menghambat pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, kerusuhan, wabah, pandemi, tindakan pemerintah, atau peristiwa lain yang tidak dapat dihindari.

13.4. Semua kerugian yang dialami oleh suatu Pihak akibat keadaan kahar bukanlah tanggung jawab Pihak lainnya.

13.5. Kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum terjadinya peristiwa keadaan kahar tetap berlaku dan dapat ditegakkan seolah-olah peristiwa keadaan kahar tersebut tidak pernah terjadi. Dengan demikian, Klien tetap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, termasuk pembayaran yang jatuh tempo sebelum terjadinya peristiwa keadaan kahar.
14 [bookmark: _Toc238147055][bookmark: _Toc238147221]Pernyataan dan Jaminan
Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa:
14.1. masing-masing Pihak merupakan perusahaan yang sah didirikan, disetujui, terdaftar, dan berlaku sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

14.2. masing-masing Pihak telah membaca dan sepenuhnya memahami isi dan akibat Perjanjian ini.

14.3. Penandatanganan Perjanjian ini telah disetujui melalui semua tindakan korporasi dan tindakan lain yang diperlukan, dan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum bagi masing-masing Pihak, yang dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14.4. Setiap Pihak telah membuat dan menandatangani Perjanjian ini secara sukarela dan tanpa paksaan.
15 [bookmark: _Toc238147056][bookmark: _Toc238147222]Pengalihan
Para Pihak tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa didahului persetujuan tertulis dari salah satu Pihak, dengan ketentuan persetujuan tertulis tersebut tidak ditahan atau ditunda secara tidak wajar.
16 [bookmark: _Toc238147057][bookmark: _Toc238147223]Umum
16.1. [bookmark: _heading=h.147n2zr]Kerahasiaan
(a) Masing-masing Pihak dengan ini berjanji bahwa selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini, serta untuk jangka waktu [5 (lima)] tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan mengungkapkan kepada pihak mana pun setiap informasi rahasia yang berkaitan dengan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, usaha, kegiatan, pelanggan, klien, atau Penyedia dari Pihak lainnya atau dari anggota grup di mana Pihak lainnya tersebut menjadi bagiannya, sejauh informasi tersebut diungkapkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali sebagaimana diperkenankan oleh Pasal 16.1(b). Untuk tujuan Pasal ini, grup berarti, sehubungan dengan suatu Pihak, Pihak tersebut, setiap anak perusahaan atau perusahaan induk dari waktu ke waktu dari Pihak tersebut, serta setiap anak perusahaan dari waktu ke waktu dari perusahaan induk dari Pihak tersebut.
(b) [bookmark: _heading=h.3o7alnk]Masing-masing Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada Pihak lainnya:
(i) kepada karyawan, pejabat, perwakilan, atau penasihatnya yang memerlukan informasi tersebut untuk tujuan melaksanakan hak-hak Pihak atau menjalankan kewajiban Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa karyawan, pejabat, perwakilan, atau penasihat yang kepadanya Informasi Rahasia Pihak lainnya diungkapkan, mematuhi ketentuan dalam Pasal 16.1; 
(ii) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berwenang, atau setiap otoritas pemerintah ataupun pejabat berwenang;
(iii) apabila informasi tersebut telah atau menjadi tersedia untuk umum (selain akibat pelanggaran terhadap Perjanjian ini);
(c) Tidak ada Pihak yang boleh menggunakan informasi rahasia Pihak lain untuk tujuan apa pun selain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
16.2. Keseluruhan Perjanjian
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan semua pembicaraan, surat-menyurat, negosiasi, draf, pengaturan, pemahaman, atau perjanjian sebelumnya, baik tertulis maupun lisan, yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada pernyataan, jaminan, atau janji yang berlaku kecuali dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini. 
16.3. Perubahan
Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, dan persetujuan tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk adendum atau amandemen, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan integral dari Perjanjian ini.
16.4. Pengesampingan Hak
Kegagalan atau keterlambatan suatu Pihak dalam melaksanakan hak atau upaya hukum yang diatur dalam Perjanjian ini atau berdasarkan undang-undang tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas hak atau upaya hukum tersebut atau lainnya, dan tidak akan mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau upaya hukum tersebut atau lainnya. Pelaksanaan satu kali atau sebagian dari hak atau upaya hukum tersebut tidak akan mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau upaya hukum tersebut atau lainnya.
16.5. Keterpisahan
(a) Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya, seluruh ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku penuh dan tidak akan terpengaruh dengan cara apa pun.
(b) Apabila ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tetapi akan menjadi sah atau dapat diberlakukan apabila sebagian dari ketentuan tersebut dihapus atau diubah, maka ketentuan dimaksud tetap berlaku dengan perubahan minimum yang diperlukan agar menjadi sah dan dapat diberlakukan.
(c) Apabila ada ketentuan atau bagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap dihapus berdasarkan Pasal ini, Para Pihak wajib berunding dengan itikad baik untuk menyepakati ketentuan pengganti yang, sejauh mungkin, dapat mencapai hasil komersial yang dimaksudkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan aslinya.
16.6. Jaminan Lanjutan. Setiap Pihak wajib, dan wajib menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan pihak ketiga yang diperlukan, segera menandatangani dan menyerahkan dokumen-dokumen serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberikan efek penuh terhadap Perjanjian ini.
[bookmark: _heading=h.ihv636]
16.7. Pemberitahuan
(a) [bookmark: _heading=h.32hioqz]Setiap pemberitahuan yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia dan secara tertulis, dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos kelas satu atau pos udara (dengan biaya prabayar dan tanda terima ditandatangani setiap kali) atau melalui email ke alamat, atau alamat email (jika perlu) yang tercantum di bawah ini, atau ke alamat atau alamat email lain yang telah diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain untuk tujuan ini (yang akan menggantikan alamat atau alamat email sebelumnya sejak tanggal pemberitahuan alamat baru dianggap diterima).
(b) Seluruh pemberitahuan harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan: (i) secara langsung dengan tanda terima oleh Pihak lain, (ii) melalui notaris, (iii) melalui faksimile bersertifikat, (iv) melalui pos reguler, email, atau cara lain dengan bukti penerimaan, dan ditujukan secara tepat kepada Pengawas Klien atau Pengawas Penyedia, sesuai keadaan, yang informasi kontaknya dapat ditemukan di bawah ini:
	
	Pengawas Penyedia
	Pengawas Klien

	Nama
	
	

	Alamat
	
	

	E-mail
	
	

	Faksimili
	
	



(c) Suatu pemberitahuan atau komunikasi lain dianggap telah diterima: apabila disampaikan secara langsung, pada saat ditinggalkan di alamat yang disebutkan di atas; jika dikirim melalui pos kelas satu prabayar atau layanan pengiriman hari kerja berikutnya, pada pukul [09.00 pada Hari Kerja [kedua] setelah pengiriman; jika dikirim melalui kurir komersial, pada tanggal dan waktu tanda terima pengiriman kurir ditandatangani; atau, jika dikirim melalui [faks atau] email, satu Hari Kerja setelah pengiriman.
(d) Setiap perubahan alamat korespondensi harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain. Perubahan alamat korespondensi akan dianggap berlaku efektif setelah 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.
(e) Jika perubahan alamat korespondensi tidak diberitahukan, maka korespondensi atau pemberitahuan yang dimaksud di atas dianggap telah disampaikan dengan benar dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat yang disebutkan di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat dari masing-masing Pihak.
(f) Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku untuk penyampaian upaya hukum atau dokumen lain dalam tindakan hukum apapun.
16.8. Hak Pihak Ketiga. Tidak ada pihak lain selain Pihak dalam perjanjian ini yang memiliki hak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya.
[bookmark: _Toc210771035][bookmark: _Toc210771325]
16.9. Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini, dan segala sengketa atau klaim (termasuk sengketa atau klaim yang tidak bersifat kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, objeknya, atau pembentukannya, akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

16.10. Penyelesaian Sengketa dan Yurisdiksi 
(a) Para Pihak sepakat bahwa apabila terdapat perbedaan, sengketa, konflik, atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada pertanyaan mengenai keberadaan atau keabsahan Perjanjian ini, atau penghentian hak atau kewajiban dari salah satu Pihak, atau atas tindakan yang melanggar hukum atau tidak sah (“Sengketa”), Para Pihak akan berusaha selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai keberadaan Sengketa oleh Pihak lainnya, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat antara Para Pihak.
(b) Jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan Sengketa, masing-masing Pihak secara tidak dapat ditarik kembali sepakat bahwa Pengadilan Negeri [●] memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap Sengketa atau klaim (termasuk sengketa atau klaim non-kontrak) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk interpretasinya, pelaksanaannya atau pengakhirannya. [Catatan ADCO: jika Para Pihak memilih untuk menyelesaikan Sengketa melalui arbitrase, klausul ini harus menetapkan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap Sengketa berdasarkan Perjanjian ini]. 	Comment by ADCO Law: Catatan ADCO:

Sebagai pertimbangan dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa, Para Pihak mengakui bahwa penyelesaian melalui Pengadilan Negeri menawarkan kekuatan eksekusi yang didukung oleh otoritas negara dan akses terhadap mekanisme banding, namun dapat melibatkan jangka waktu yang lebih panjang dan keterbukaan publik; sedangkan arbitrase melalui BANI menyediakan proses yang bersifat rahasia, fleksibel, dan dipercepat dengan putusan yang bersifat final dan mengikat yang diberikan oleh para ahli di bidangnya, meskipun memerlukan kesepakatan sebelumnya, melibatkan biaya yang lebih tinggi, dan tidak memiliki mekanisme banding.

Para Pihak untuk dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan potensi sengketa berdasarkan Perjanjian ini.
(c) Apabila Perjanjian belum diakhiri, Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian selama periode penyelesaian setiap Sengketa menurut Pasal 16.10, kecuali untuk hal yang menjadi pokok Sengketa.
16.11. Privasi Data. Kewajiban terkait privasi data sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam Lampiran 6. 

16.12. Bahasa	Comment by ADCO Law: Catatan ADCO:

Pasal ini untuk dapat disesuaikan apabila terdapat versi Bahasa Inggris yang mendampingi atau apabila ditandatangani dalam format bilingual.
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang berlaku dan mengikat bagi Para Pihak dalam pelaksanaan dan penafsiran seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini telah ditandatangani pada tanggal yang tercantum di awal perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) salinan untuk Penyedia dan 1 (satu) salinan untuk Klien. 


[HALAMAN TANDA TANGAN]

	
	

	





___________________________________   
	





___________________________________   

	Nama		: 
Jabatan		: Direktur Utama
	Nama 		: 
Jabatan		: Direktur Utama




[bookmark: _heading=h.1hmsyys]Lampiran 1	Proyek
[Akan disediakan oleh Penyedia]
[bookmark: _heading=h.41mghml][bookmark: _Toc210771044][bookmark: _Toc210771334]Lampiran 2	Formula Perhitungan Penghematan Energi yang Dijanjikan

Penghematan Energi Yang Dijanjikan akan dihitung berdasarkan kondisi aktual pemasangan Sistem dan data penggunaan yang diperkirakan, sesuai dengan rumus berikut: 
[image: A black background with a black square

AI-generated content may be incorrect.]
Dimana: 
· Ibr berarti indeks sebelum pemasangan Sistem, yang diperoleh dari pengoperasian instalasi yang sudah ada (pre-existing installations). Indeks ini akan didasarkan pada:
(i) Pengukuran di lokasi dari instalasi yang sudah ada (pre-existing installations) (kW, kWh...)
(ii) Faktor operasional (jumlah unit, jam operasional, [biaya// muatan]) 
· Iar berarti indeks yang digunakan setelah instalasi Sistem untuk validasi proposal. Indeks ini akan didasarkan pada: 
(i) Lembar data (datasheet) dari Produsen untuk peralatan baru (kW, kWh, rpm, dll.)
(ii) Faktor operasional (jumlah unit, jam operasional, [biaya// muatan])
Penghematan Energi Yang Dijanjikan akan dihitung berdasarkan kondisi aktual pemasangan Sistem dan data penggunaan yang diperkirakan (estimated usage data), sesuai dengan rumus yang tercantum dalam buku panduan metodologi per teknologi.
[bookmark: _heading=h.2grqrue]Lampiran 3	Ketentuan Minimum Proyek
	Terkait Penyedia
	· Pengalaman dan kemampuan Penyedia dan pelatihan pekerja yang ditugaskan pada Proyek.

	Terkait Sistem
	· Dokumentasi teknis yang diperlukan untuk pengoperasian sistem secara layak, termasuk rencana darurat dalam hal kegagalan atau malfungsi sistem.
· Garansi dari Penyedia untuk produk, pemasangan, pengaturan, dan pengoperasian, dengan ketentuan yang jelas mengenai ruang lingkup dan jangka waktu garansi.
· Deskripsi teknis mengenai bagian-bagian yang akan disediakan, termasuk jumlah, standar kualitas, dan uraian yang memadai mengenai spesifikasi teknisnya.


	Terkait Penghematan Energi yang Dijanjikan
	· Konsumsi energi Klien saat ini dan parameter yang digunakan dalam pengukurannya [pengukuran konsumsi energi wajib menggunakan instrumen yang telah dikalibrasi sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh BSN, dimana kalibrasi tersebut dilakukan oleh laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17025, dengan masa berlaku kalibrasi terakhir tidak melebihi 12 (dua belas) bulan pada saat digunakan].
· Perhitungan Penghematan Energi Yang Dijanjikan dengan formula yang tercantum dalam Lampiran 2, yang secara tegas mencantumkan dasar perhitungan Ibr (indeks sebelum pemasangan Sistem) dan Iar (indeks setelah pemasangan Sistem).
· Rincian identifikasi data-logger yang akan dipasang secara permanen dalam Sistem, beserta key parameters yang akan dipantau olehnya.
· Teknik ESI yang digunakan untuk pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) akan didasarkan pada [Opsi A – Metode Protokol CMVP]
· Konfirmasi bahwa validasi serta pengukuran dan verifikasi dilakukan sesuai dengan Panduan Metodologi ESI per teknologi.
· Konfirmasi bahwa semua pengukuran harus dilaporkan menggunakan model pelaporan pengukuran ESI.
· Kondisi dan data aktual yang telah diperkirakan untuk perhitungan Penghematan Energi yang Dijanjikan.
· Faktor operasional yang menentukan penggunaan teknologi, seperti jam operasional [Jam operasional (h)], konsumsi energi berdasarkan 12 tagihan terbaru, aliran udara, beban mesin, dll.
· Petunjuk operasional Sistem setelah pemasangan oleh Klien untuk mencapai Penghematan Energi Yang Dijanjikan. 
· Sumber daya yang akan digunakan untuk menilai apakah Klien telah mengikuti petunjuk tersebut dengan benar.
· Konfirmasi bahwa metodologi yang digunakan untuk pengukuran Penghematan Energi yang Tercapai sesuai dengan Panduan Metodologi per teknologi
· Tindakan pemeliharaan minimum yang didasarkan pada peraturan negara atau operasi pemeliharaan yang ditetapkan oleh Penyedia yang harus dilakukan oleh Klien untuk memastikan pemenuhan kewajiban Penyedia dalam menjamin Penghematan Energi Yang Dijanjikan.  

	Pemasangan Sistem
	· Jadwal pelaksanaan kegiatan. 
· Prosedur pemasangan.
· Prosedur komisioning.
· Sumber daya yang akan digunakan oleh Penyedia (bahan, alat, tenaga kerja yang diperkirakan).
· Penetapan batas area di lokasi proyek tempat Penyedia dan karyawannya dapat beroperasi atau menempati untuk pelaksanaan proyek.

	Pelaksanaan Sistem
	· Jadwal pelaksanaan.
· Prosedur.
· Sumber daya yang akan digunakan oleh Penyedia (bahan, alat, tenaga kerja yang diperkirakan).
· Pelatihan personel Klien terkait operasional dan pemeliharaan Sistem (termasuk agenda dan tanggal)

	Perizinan, Lisensi, dan Persetujuan
	· Rincian perizinan, dan persetujuan pemerintah yang harus diperoleh oleh masing-masing Pihak untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Proyek. 

	Biaya
	· Total biaya untuk penyediaan, pemasangan, dan pengaturan Sistem, serta untuk pemeliharaan yang disepakati, jika ada, termasuk rincian total biaya untuk setiap konsep.



[bookmark: _heading=h.vx1227]Lampiran 4	Formulir Sertifikat Penilaian Berkala Bulanan

SERTIFIKAT PENILAIAN BULANAN TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN DAN PERAWATAN SISTEM YANG DITANDATANGANI ANTARA [NAMA KLIEN] DAN [NAMA PENYEDIA] PADA TANGGAL [TANGGAL]

Tanggal Penilaian:…………………………………………………………………………………
 
Jenis Penilaian:……………………………………………………………………………………
 

Periode Operasional Sistem yang Diperiksa: 

Sejak ……………………………………… hingga …………………………………………………

Pengawas Penyedia:…………………………………………………………………………………


Pengawas Klien:……………………………………………………………………………………


Penghematan Energi yang Tercapai: .................. %
Perbedaan dengan Penghematan Energi yang Dijanjikan: ……………………..%

Penjelasan Tambahan dari Penyedia (opsional)

[Penyedia dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi angka di atas (mis. gangguan operasional, pemeliharaan, perubahan beban, atau kondisi eksternal). Penjelasan ini bersifat informatif dan tidak mengubah status Sertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 9.7]

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Catatan: Sertifikat ini bersifat informatif sesuai Pasal 9.7 Perjanjian dan tidak dapat menjadi dasar klaim, penyesuaian pembayaran, kompensasi, atau penalti. Penentuan kompensasi (jika ada) hanya dilakukan melalui penilaian tahunan oleh Ahli Independen sebagaimana diatur dalam Lampiran 5.

 
[Tempat], [Tanggal]


[Tanda Tangan Pengawas Penyedia]                             [Tanda Tangan Pengawas Klien]
ESI Europe Toolkit
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Lampiran 5	Formulir Sertifikat Penilaian Tahunan

SERTIFIKAT PENILAIAN TAHUNAN TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN DAN PERAWATAN SISTEM YANG DITANDATANGANI ANTARA [NAMA KLIEN] DAN [NAMA PENYEDIA] PADA TANGGAL [TANGGAL]

Tanggal Penilaian:…………………………………………………………………………………..
 
….Penilaian Tahunan [*]



Periode Operasional Sistem yang Diperiksa: 
Sejak ……………………………………… hingga …………………………………………………

Penjelasan Ahli Independen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Penghematan Energi yang Tercapai: .................. %
Perbedaan dengan Penghematan Energi yang Dijanjikan: ……………………..%
Ganti Rugi atas Kekurangan Penghematan Energi yang Dijanjikan: ………………… Rupiah.
 
[Tempat], [Tanggal]
[Tanda Tangan Ahli Independen]


[bookmark: _heading=h.1v1yuxt]Lampiran 6 	Kewajiban Pelindungan Data Pribadi

Untuk tujuan Lampiran ini, istilah “Pengendali”, “Prosesor”, “Subjek Data”, “Data Pribadi”, “Lembaga”, dan “Pemrosesan” memiliki arti yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data yang berlaku, dan “Proses”, dan “Diproses” akan ditafsirkan sesuai dengan pengertian tersebut. 
Para Pihak berjanji untuk mematuhi, dan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa karyawan, agen, dan subkontraktor mereka mematuhi, semua Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini.
Dengan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Data yang berlaku, Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa pihak yang menerima Data Pribadi dari Subjek Data adalah Pengendali, serta pihak yang melakukan Pemrosesan atas Data Pribadi untuk melaksanakan Proyek adalah Prosesor. 
Dalam memproses Data Pribadi atas nama Pengendali selama penyediaan Proyek, Prosesor wajib:
(i) bertindak hanya sesuai dengan instruksi Pengendali, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau sebagaimana didokumentasikan oleh Pengendali, kecuali jika hukum yang berlaku mengharuskan sebaliknya, dalam hal ini Prosesor wajib segera memberitahukan Pengendali mengenai persyaratan legislatif tersebut sebelum memproses Data Pribadi tersebut (kecuali Prosesor dilarang memberi tahu Pengendali berdasarkan hukum yang berlaku);

(ii) menerapkan dan mempertahankan setiap saat selama masa berlakunya Perjanjian ini langkah-langkah teknis dan terorganisir yang layak untuk melindungi Data Pribadi tersebut dari penghancuran atau kehilangan yang tidak disengaja atau melawan hukum, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak sah, dengan mempertimbangkan teknologi terkini, biaya implementasi, serta sifat, lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan;

(iii) memastikan keandalan setiap pihak yang menerima pengungkapan Data Pribadi oleh Prosesor, termasuk dengan memastikan bahwa pihak-pihak tersebut telah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan atau berada di bawah kewajiban hukum yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut;

(iv) hanya mentransfer Data Pribadi ke luar Indonesia dengan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Data yang berlaku. Jika Prosesor diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk mentransfer Data Pribadi tersebut ke luar Indonesia, Prosesor harus memberitahukan Pengendali mengenai kewajiban tersebut sebelum melakukan transfer (kecuali Prosesor dilarang memberikan pemberitahuan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku);

(v) menyediakan kerja sama yang wajar sesuai permintaan Pengendali untuk membantu Pengendali dalam menanggapi setiap permintaan dari Subjek Data, serta memastikan kepatuhan terhadap kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data terkait keamanan, pemberitahuan pelanggaran, penilaian dampak perlindungan data, dan konsultasi dengan Lembaga;

(vi) Memberitahukan Pengendali tanpa penundaan yang tidak wajar setelah mengetahui adanya pelanggaran Data Pribadi dan memberikan bantuan yang wajar kepada Pengendali, atas permintaan dan biaya Pengendali, untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban Pengendali berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data yang berlaku terkait pemberitahuan pelanggaran Data Pribadi;

(vii) Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini karena alasan apapun, segera (sesuai kehendak Pengendali) menghapus atau mengembalikan kepada Pengendali seluruh Data Pribadi tersebut, kecuali jika Prosesor perlu menyimpan salinan tertentu dari Data Pribadi tersebut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(viii) Memelihara dan menyediakan kepada Pengendali, atas permintaanPengendali, catatan lengkap dan akurat untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Butir 4 ini serta memungkinkan audit dan pemeriksaan oleh Pengendali atau auditor yang ditunjuk Pengendali dengan pemberitahuan tertulis yang wajar.

Penerima dengan ini, secara umum, memberikan wewenang kepada Prosesor untuk melibatkan sub-Prosesor Data Pribadi, termasuk anggota Grup Prosesor, dalam rangka penyediaan Proyek. Prosesor wajib memberitahukan kepada Pengendali setiap sub-Prosesor baru yang dimaksudkan untuk memproses Data Pribadi tersebut dan memberikan Pengendali jangka waktu yang wajar untuk menolak keterlibatan sub-Prosesor baru tersebut. Prosesor wajib memastikan bahwa setiap sub-Prosesor Data Pribadi tunduk pada kewajiban terkait Data Pribadi yang tingkat perlindungannya tidak lebih rendah dari ketentuan dalam Lampiran ini. Prosesor tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sub-Prosesor manapun berdasarkan Perjanjian ini.
Setiap Pihak wajib segera, tanpa penundaan yang tidak semestinya, memberitahukan Pihak lainnya dan memberikan bantuan yang wajar sesuai permintaan, apabila menjadi mengetahui adanya keluhan dari Subjek Data terkait Data Pribadi pihak lain, atau, kecuali dan sejauh diwajibkan oleh hukum yang berlaku, setiap komunikasi dari otoritas perlindungan data yang relevan terkait Data Pribadi pihak lain yang diproses berdasarkan Perjanjian ini. 


Lampiran 7	Tingkat Kualifikasi Ahli Independen

1. Ahli Independen harus memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki lisensi dengan ruang lingkup sertifikasi kompetensi di bidang konservasi energi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Perundang-Undangan Konservasi Energi.

2. Sebagai rujukan, berikut ini merupakan tingkat kualifikasi ahli independen beserta kompetensinya sesuai dengan Permen ESDM 6/2021:

	Level
	Jabatan
	Kompetensi

	1
	Pelaksana Muda
	a. Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya;
b. Memiliki pengetahuan faktual; 
c. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

	2
	Pelaksana Madya
	a. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
b. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; 
c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab membimbing orang lain.

	3
	Pelaksana Utama
	1. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan langsung.
e. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip, serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode sesuai.
f. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkungan kerjanya. 
g. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

	4
	Teknisi Muda
	1. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur.
i. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
j. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas dan memiliki inisiatif.
k. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

	5
	Teknisi Madya
	1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
1. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
1. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.


	6
	Teknisi Utama
	1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
1. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
1. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

	7
	Ahli Muda
	1. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
1. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi di dalam keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
1. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

	8
	Ahli Madya
	1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan/atau teknologi di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
1. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
1. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.


	9
	Ahli Utama
	1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan/atau teknologi baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset sehingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.
1. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di dalam keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner.
1. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan international.





Berikut merupakan contoh persyaratan yang berlaku bagi seorang Ahli Independen, yang diklasifikasikan berdasarkan sifat kegiatannya:

	No
	KBLI
	SBU & Klasifikasi Usaha
	Rincian Ahli Independen

	1
	[bookmark: _Toc210771063][bookmark: _Toc210771353]43223
Instalasi Minyak dan Gas

	[bookmark: _Toc210771064][bookmark: _Toc210771354]SBU IN004 - Instalasi Minyak dan Gas
b. [bookmark: _Toc210771065][bookmark: _Toc210771355]Usaha Kecil;
c. [bookmark: _Toc210771066][bookmark: _Toc210771356]Usaha Menengah;
d. [bookmark: _Toc210771067][bookmark: _Toc210771357]Usaha Besar.
	I. [bookmark: _Toc210771068][bookmark: _Toc210771358]Usaha Kecil: 
a. [bookmark: _Toc210771069][bookmark: _Toc210771359]Satu (1) Teknisi Madya; 
b. [bookmark: _Toc210771070][bookmark: _Toc210771360]Satu (1) Teknisi Utama. 
II. Usaha Menengah
a. [bookmark: _Toc210771072][bookmark: _Toc210771362]Satu (1) Teknisi Utama; 
b. [bookmark: _Toc210771073][bookmark: _Toc210771363]Satu (1) Ahli Muda.
III. [bookmark: _Toc210771074][bookmark: _Toc210771364] Usaha Besar
a. [bookmark: _Toc210771075][bookmark: _Toc210771365]Satu (1) Ahli Muda; 
b. [bookmark: _Toc210771076][bookmark: _Toc210771366]Satu (1) Ahli Madya.

	2
	[bookmark: _Toc210771077][bookmark: _Toc210771367]42915
Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi

	[bookmark: _Toc210771079][bookmark: _Toc210771369]SBU ST006 - Konstruksi Bangunan Sipil
Minyak dan Gas Bumi
1. Usaha Kecil;
f. Usaha Menengah;
g. Usaha Besar.
	I. Usaha Kecil 
a. [bookmark: _Toc210771083][bookmark: _Toc210771373]Satu (1) Teknisi Madya; 
b. [bookmark: _Toc210771084][bookmark: _Toc210771374]Satu (1) Teknisi Utama. 
II. Usaha Menengah
a. [bookmark: _Toc210771086][bookmark: _Toc210771376]Satu (1) Teknisi Utama; 
b. [bookmark: _Toc210771087][bookmark: _Toc210771377]Satu (1) Ahli Muda.
III. [bookmark: _Toc210771088][bookmark: _Toc210771378] Usaha Besar
1. [bookmark: _Toc210771089][bookmark: _Toc210771379]Satu (1) Ahli Muda;
1. Satu (1) Ahli Madya.

	
	[bookmark: _Toc210771090][bookmark: _Toc210771380]71102
Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI

	[bookmark: _Toc210771092][bookmark: _Toc210771382]SBU EL003 - Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan

1. Usaha Kecil;
i. Usaha Menengah;
1. Usaha Besar.
	I. [bookmark: _Toc210771095][bookmark: _Toc210771385]Usaha Kecil: 
a. [bookmark: _Toc210771096][bookmark: _Toc210771386]Satu (1) Teknisi Madya; 
b. [bookmark: _Toc210771097][bookmark: _Toc210771387]Satu (1) Pelaksana Utama. 
II. Usaha Menengah
a. [bookmark: _Toc210771099][bookmark: _Toc210771389]Satu (1) Teknisi Madya;
b. [bookmark: _Toc210771100][bookmark: _Toc210771390]Dua (2) Pelaksana Utama.
III. [bookmark: _Toc210771101][bookmark: _Toc210771391] Usaha Besar
a. [bookmark: _Toc210771102][bookmark: _Toc210771392]Satu (1) Teknisi Madya;
b. [bookmark: _Toc210771103][bookmark: _Toc210771393]Tiga (3) Pelaksana Utama.





Lampiran 8 	Ketentuan Lebih Lanjut untuk Penghematan Energi dengan Teknonogi Kompleks

[bookmark: _Toc238147058][bookmark: _Toc210771104][bookmark: _Toc210771394]Apabila Proyek melibatkan penggunaan teknologi yang kompleks, maka ketentuan-ketentuan berikut dapat dimasukkan ke dalam Perjanjian sebagai bagian yang melengkapi dan mendukung pelaksanaan Proyek secara efektif.

[bookmark: _Toc238147059]Inspeksi Pra-pemasangan dan Pemeriksaan Lebih Lanjut

1. Sebelum pemasangan Sistem, Penyedia harus melakukan inspeksi secara wajar dan terbatas terhadap Fasilitas, dibatasi pada kondisi-kondisi yang dapat secara material memengaruhi proses pemasangan atau kinerja Sistem, termasuk namun tidak terbatas pada:
kekuatan struktur dasar dan kapasitas beban (load-bearing);
11. kapasitas beban listrik, wiring, dan grounding;
11. [bookmark: _Toc210771108][bookmark: _Toc210771398]HVAC (heating, ventilation dan air conditioning) dan akses untuk peralatan; dan
11. pengaturan dasar terkait keselamatan dan pencegahan kebakaran.
2. Pemeriksaan oleh Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini semata-mata bertujuan sebagai tinjauan awal dan bersifat umum (high-level). Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa pemeriksaan tersebut tidak termasuk sebagai penilaian teknis, struktural, atau keselamatan yang komprehensif terhadap Fasilitas. Tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa Fasilitas memenuhi seluruh persyaratan teknis, struktural, listrik, mekanikal, serta keselamatan dan pencegahan kebakaran tetap berada pada Klien.
3. Setiap kekurangan yang diidentifikasi oleh Penyedia selama inspeksi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Klien. Klien wajib, dengan biaya dan risiko sepenuhnya ditanggung sendiri, melakukan pekerjaan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan tersebut sebelum pelaksanaan pemasangan Sistem.
4. Dalam hal Penyedia secara wajar menentukan bahwa terdapat kondisi tertentu terkait keselamatan, kekuatan struktur, atau aspek mendasar lainnya dari Fasilitas yang memerlukan penilaian profesional lebih lanjut di luar lingkup inspeksinya, Penyedia dapat merekomendasikan agar Klien menunjuk konsultan independen pihak ketiga yang bersertifikat untuk melakukan penilaian lebih lanjut tersebut.
5. Klien wajib mematuhi dan melaksanakan segala tindakan korektif, perbaikan, atau rekomendasi yang diberikan oleh Penyedia atau oleh konsultan pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan Pasal ini, dengan biaya dan risiko sepenuhnya ditanggung oleh Klien.
6. Penyedia tidak bertanggung jawab atas segala kekurangan, keterlambatan, biaya, atau akibat yang timbul dari (i) kondisi yang secara wajar tidak dapat diidentifikasi selama pelaksanaan inspeksi terbatasnya; atau (ii) kegagalan Klien untuk memperbaiki kekurangan yang telah diidentifikasi atau untuk melaksanakan penilaian lebih lanjut dan pekerjaan perbaikan yang direkomendasikan sesuai dengan Pasal ini.
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